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1. Pengantar
Tema Kedauluatan Rakyat sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam
kerangka hidup bernegara di Indonesia ini. Apakah sungguh ada Kedaulatan
Rakyat di tanah air kita ini? Apakah kedaluatan rakyat di Indonesia ini sudah
ideal dan berguna bagi rakyat sendiri? Atau apakah kedaulatan rakyat yang
dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sungguh rakyat yang
berdaulatan atau berkuasa? Atau apakah namanya keadulatan rakyat, namun
hanya dipakai oleh penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya demi
kepentingannya sendiri dan kelompoknya dan bukan demi kepentingan rakyat?
Dan masih ada banyak pertanyaan lagi yang dapat diajukan untuk mengkritisi
Kedaulatan Rakyat di Indonesia selama ini. Dan jawaban yang singkat adalah
Kedaulatan Rakyat di Indonesia itu masih bagaikan rumusan yang belum tertuju
kepada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu wacana yang sangat urgen untuk
dipikirkan bersama ialah bagaimanakah makna Kedaulatan Rakyat itu sungguh
demi Kesejahteraan Rakyat. Kedaulatan Rakyat ini sungguh mencerminkan
bahwa Rakyat menjadi subyek dan pelaku yang aktif, sehingga ada jaminan
bahwa rakyat itu akan sejahtera.
Dalam refleksi filosofis sering dirumuskan bahwa manusia itu membuat
hukum untuk dirinya sendiri. Manusia merumuskan Undang-Undang Dasar,
membuat hukum dan segala peraturan untuk dirinya sendiri. Orang boleh

bertanya, mengapa manusia membuat hukum bagi dirinya sendiri, sedangkan
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makhluk lain atau pun benda lain tidak ada yang membuat hukum bagi dirinya
sendiri’.

Hanya manusialah yang membuat hukum untuk dirinya sendiri; membatasi
orang dalam bertindak; mengatur ketertiban hidup masyarakat; melarang
tindakan: yang merusak, yang mengacau ketertiban umum, yang jahat dan
anarkis; memproses dalam pengadilan orang yang bertindak jahat, menjatahi
hukuman, sampai menghukumnya, dan bahkan ada yang dihukum mati. Orang
boleh bertanya, mengapa manusia demikian kompleks, harus membuat hukum
yang bisa jadi akan menghukum dirinya sendiri atau malah dapat terjerat oleh apa
yang ditetapkannya sendiri? Bukankah manusia itu harus hidup bebas, bertindak
seturut kemauannya dan tidak boleh orang lain membatasi segala perilakunya?
Ternyata tidak! Sekalipun manusia itu menganut faham kebebasan apapun,
namun dalam hidupnya, ternyata manusia tetap mau membuat hukum bagi
dirinya sendiri, melaksanakan perintahnya, mentaatinya dan bahkan juga siap
untuk menerima sangksi bila ternyata melanggarnya®. Di jaman sekarang ini sulit
kita temui manusia yang secara terang-terangan mau melawan hukum dan
mengajak semua orang untuk tidak mantaatinya.

Dalam rangka manusia membuat hukum bagi dirinya sendiri itu, Kkita
mendiskusikan mengenai kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat yang harus
dipayungi oleh hukum yang adil dan mampu mensejahterakan rakyat sendiri.
Kedaulatan rakyat ini merupakan suatu yang mendesak untuk digarap sehingga
rakyat akan sejahtera dan bukannya menjadi korban penguasa. Karena penguasa
itu sebenarnya berasal dari rakyat juga, yang mendapat mandat kuasanya dari

rakyat, sehingga mereka pun juga harus mampu untuk menjaga dan
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mempromosikan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dengan demikian adanya

kedaulatan rakyat itu untuk mensejahterakan rakyat®.

2. Manusia Membuat Hukum Demi Keadilan

Hukum yang dibuat oleh manusia bagi dirinya sendiri itu pertama-tama harus
adil, dan lalu memperjuangkan keadilan. Hukum yang harus adil itu wajib
menegakkan dan mempromosikan keadilan. Sebab hakikat hukum sendiri adalah
untuk menegakkan dan memperjuangkan keadilan.

Kata hukum berasal dari kata latin ius, lalu kata sifatnya adalah iustus, berarti
adil. lus haruslah iustus. Hukum yang harus adil itu akan membuat masyarakat
hidup dalam terang keadilan. Adil berarti suatu sikap dan tindakan untuk
memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Pusat dari keadilan
adalah hak, yang diserahkan kepada yang memiliki hak tersebut. Hak itu tidak
boleh dirampas atau diinjak-injak. Orang harus respek pada hak sesamanya.
Tanda orang yang beradab adalah menghormati atau respek pada hak sesamanya
itu.

Masyarakat akan hidup serasi, tanpa gajolak apapun juga dan tidak akan
mengalami gangguan hidup yang fundamental ini, yakni diusik perasaan
keadilannya. Konsekwensinya, kalau ada hukum yang tidak adil dan tidak
memberikan pencerahan berkenaan dengan keadilan, jelaslah sudah bahwa
hukum itu bertentangan dengan hakikatnya sendiri, sudah kehilangan daya
jaungnya, dan perasaan keadilan masyarakat sungguh terganggu. Bagaimana pun
juga hukum harus menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan. Hukum
tidak boleh melecehkan dan bertentangan dengan keadilan. Inti dari hakikat
hukum adalah adanya keadilan itu atau terciptanya masyarakat yang berkeadilan.

Kita dapat melihat berbagai contoh di negara kita, kasus pencurian sandal

pejabat, pencurian seekor burung kutilang, pencurian tiga kakau, dls yang harus

® Tinjauan filsafat hukum yang cukup rapresentatif dan integral dapat ditemukan dalam
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diproses oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan akhirnya ke pengadilan. Kita dapat
melihat bagaimanakah peran organ negara Kkita yang seharusnya dapat
menyelesaikan kasus demikian kecil itu di tingkat awal, tidak perlu membuang-
buang energi sampai di pengadilan. Akan tetapi pengadilan di negara kita itu
bagaikan pengadilan yang masih dalam taraf mencoba dan belajar untuk
memproses dengan teliti kasus-kasus kecil, bahkan yang kecil sekali pun, dan
hakim pun akan menerapkan hukum secara legalitik, menghukum yang
dinilainya bersalah atau yang jahat, dengan suatu hukuman yang menyinggung
perasaan keadilan masyarakat. Kasus-kasus besar mendapat hukuman yang
ringan, sangat ringan atau bahkan bebas, dengan berbagai alasan yang sulit untuk
diterima akal sehat, sedangkan kasus-kasus kecil akan diadili secara teliti dan
sempurna dengan hukuman yang dirasakannya berat.

Orang boleh bertanya, mengapa kasus-kasus maha besar, hanya dilewatkan
begitu saja atau kalau diproses sampai di dalam pengadilan, akan mendapat
hukuman yang sangat ringan atau malah bebas sekaligus?® Mengapa tidak
diproses secara tuntas kasus-kasus korupsi milyaran rupiah, kasus penggelapan
uang secara besar-besaran dan mark-up anggaran di DPR dan di berbagai
Departemen, sebagaimana diungkap dengan terus terang dalam buku Mencuri
Uang Rakyat’. Keadilan dan perasaan keadilan masyarakat sungguh dibuka
secara terus terang, namun tidak ada perubahan yang begitu berarti. Bahkan sejak
dimulainya reformasi hinggi kini, perubahan yuridis yang mensejahterakan
rakyat itu tidaklah dapat kita temui dalam tata penundangan di negara kita ini.
Kita boleh bertanya: Mengapa kasus-kasus yang begitu raksasa tidak ditangani
secara serius, dan hukumannya pun sangat ringan atau bahkan bebas? Apalagi

kalau yang diadili itu pejabat atau keluarga pejabat tinggi negara, pasti ada

® Orang yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang besar-besaran banyak yang tidak mendapat
hukuman alias bebas dalam putusan hakim di pengadilan. Orang boleh bertanya, apakah hakim dan
jaksanya sudah mendapat uang sogok, kalau bertindak demikian itu? Ataukah memang yang adil itu
demikian itu? Sungguh sulit untuk diterima akal sehat, bila orang-orang yang menduduki jabatan tinggi di
negara kita itu mendapat impunity.

" Diterbitkan oleh Partnership for the good governance, Jakarta, 2002, empat jilid dan disertai
dengan hasil survey mengenai korupsi di Indonesia. Patut disayangkan bahwa gema dari riset ini
sekarang tidak berkumandang lagi.



perlakuan yang istimewa dari pihak penyelenggara negara ini. Juga dapat kita
amati dalam sejarah negara Indonesia ini. Dalam jaman Orde Baru, mulai dari
pejabat tingkat Bupati ke atas, apakah ada yang pernah diadili dan dihukum
masuk penjara?

Di jaman Orde Baru, lembaga eksekutif sangat kuat dan menguasai negara,
sehingga lembaga yudikatif dan legislatif pun tunduk kepada eksekutif.
Demikian hukum dikuasai oleh pihak eksekutif, sampai-sampai dalam seluruh
proses produk hukum di jaman Orde Baru itu, tidak ada satu hukum pun yang
inisiatif Rancangan Undang-Undangnya berasal dari lembaga legislatif. Padahal
lembaga inilah yang seharusnya merancang dan mengesahkan Rancangan
Undang-Undang sampai pengesahannya dan kemudian promulgasinya oleh
Presiden®. Tetapi karena lembaga legistaltif telah dikuasai oleh eksekutif, maka
sekalipun lembaga ini terdari berbagai orang yang berkualitas, namun tidak
mempunyai daya apapun dalam bidang resminya. Betapa kuatnya lembaga
eksekutif, sehingga lembaga yudikatif dan legistaltif pun tunduk terhadapnya.

Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimanakah keadilan dan hukum
yang berkeadilan dapat terlaksana di negara yang demikian ini. Juga potret
pengadilan di negara ini dapat dipastikan akan memihak kepada mereka yang
memegang dan menduduki lembaga eksekultif.

Pengadilan seharusnya mempunyai tugas untuk mempromosikan dan
memperjuangkan keadilan sampai setuntas-tuntasnya berdasarkan kebenaran,
keadilan dan kenyataan yang ada. Hakim bukanlah bertugas untuk mencari
kesalahan tertuduh dan membenarkan penuntut. Hakim juga bukan bertugas
memutuskan perkara berdasarkan siapa yang lebih besar membayar uang sogok
atas keputusan yang bakal dijatuhkannya; tetapi berdasarkan keadilan, kebenaran
dan kenyataan yang ada. Hakim bertugas mengaplikasikan hukum secara adil,

benar, jujur dan baik,berdasarkan kebenaran dan fakta..

® Bila kita membaca Undang-Undang di Negara kita, terlihatlah bahwa yang mengesahkan
Undang-Undang itu adalah Presiden, dan yanga mengundangkan atau mempromulgasikan
Undang-Undang itu Menteri Hukum dan HAM.



Dengan demikian hukum itu dapatlah dipakai sebagai landasan suatu
perjuangan keadilan. Hukum yang tidak memperjuangkan keadilan merupakan
hukum yang cacat, yang bertentangan dengan spirit dan hakikat hukum itu
sendiri. Hukum yang tidak adil hanyalah akan menyengsarakan masyarakat dan
rakyat banyak akan tetap menjadi korbannya. Masyakarat hidup sebagai korban
ketidakadilan hukum dan dijauhkan dari keadilan itu sendiri. Padahal dengan
adanya hukum yang adil, masyarakat akan dapat mengembangkan dirinya
semaksimal mungkin. Orang boleh bertanya di manakah Kedaulatan Rakyat di
Negara kita ini? Apakah kedaulatan rakyat itu hanyalah rumusan yang mati saja
yang digunakan oleh penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya saja, dan

melupakan mandate untuk mensejahterakan rakyat?

3. Kedaulatan Rakyat Yang Mampu Mensejahterakan Masyarakat

Perubahan rumusan mengenai kedaulatan Rakyat dari Undang-Undang
Dasar 1945 ke Amandemen yang ketiga (IlI), tanggal 9 November 2001
sangatlah berarti. Dalam Pasal 1, ayat 2, UUD 1945 yang asli dirumuskan bahwa
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Dalam Amandemen ketiga ada perubahan yang
mendasar, menjadi: Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Rumusan ini diharapkan akan semakin menjamin makna
yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat yang kesejahteraan umum atau
kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat itu berdaulat berarti rakyat itu sendiri haruslah
mendapat jaminan untuk kesejahteraannya.

Kalau dalam rumusan UUD 1945 yang asli kedaulatan rakyat itu
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dan dalam
penjelasannya, dikatakan bahwa MPR itu merupakan penyelenggara Negara yang
tertinggi. MPR ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang
kedaulatan rakyat. Dari rumusan ini dapatalah diverifikasi pengalaman hidup
bernegara selama menggunakan UUD 1945. MPR memegang kekuasaan

tertinggi Negara, namun dalam pelaksanaannya memberikan mandat kepada



Presiden untuk melaksanakan pemerintahannya. Dimulai dengan MPR memilih
Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan MPR memberikan mandatnya untuk
melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Tampaknya MPR sungguh
berkuasa dan melaksanakan kedaulatan rakyat, namun dalam kenyataannya
lembaga eksekultif itu sangat kuat, dan MPR lebih banyak mengikuti kehendak
eksekutif pula. Juga komposisi anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR
ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan (UUD 1945,
pasal 2) dan juga dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan berbagai
anggota yang diangkat oleh pemerintah, kiranya mencerminkan bahwa pihak
eksekutif sungguh kuat. Pertisipasi rakyat dalam hal ini tidaklah Nampak.
Memang rakyat mengikuti pemilu, tetapi yang dipilih oleh rakyat adalah partai,
dan partai memilih anggotanya untuk menduduki jabatan itu. Dalam hal ini apa
yang disebut MPR sebagai penjelmaan rakyat tidaklah tepat. Dengan demikian
dalam kenyataannya Anggota MPR dipilih oleh Pempinan Partai, bahkan dalam
pergantian anggota MPR pun, Partai sangat dominan.

Kedaulatan Rakyat dalam Pengalaman hidup bernegara berdasarkan UUD
1945 yang asli bukanlah kedaluatan rakyat yang sesungguhnya. Rakyat tidaklah
dilibatkan secara aktif, tetatpi diperalat hanya sampai pada pemilu saja. Dalam
Pemilu pun rakyat hanya sampai pada memilih Partai saja. Dengan demikian
kedaulatan rakyat dengan menggunakan UUD 1945 yang asli, sesungguhnya
rakyat tidaklah berdaulat, dan MPR tidak mampu melaksanakan mandatnya
sebagai penjelmaan dari rakyat. Pemerintah dan juga Partai lebih berkuasa dalam
mengelola anggota MPR.

Dalam cita-citanya, rumusan kedaulatan dalam UUD 1945 yang asli mau
mencerminkan sila keempat dalam Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun dalam
kenyataannya dan dalam praxis politik sampai jaman reformasi, pihak eksekutif
sangatkah kuat, dan lembaga yang harus mencerminkan kehendak rakyat

didominasi oleh pihak eksekutif.



Dalam Amandemen ketiga mengenai Kedaulatan Rakyat sungguh ada
kemajuan yang sangat signifikan. “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan Kedaulatan dibatasi
dan ada dasarnya yakni UUD. Namun siapakah pelaku itu? Siapakah yang akan
melaksanakannya sebagaimana tercemin dalam sila keempat dari Pancasila?
Dengan dihapuskannya MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan rumusan
kedaulatan rakyat dalam amandemen ketiga itu, tidaklah jelas siapakah yang
akan melaksanakannya. Diharapkan akan adanya jamianan yang pasti dalam
melaksanakan kedaulatan rakyat itu.. MPR bukan lagi sebagai penjelmaan rakyat,
tetapi sebagai salah satu lembaga Negara yang bertugas untuk menjamin
kesejahteraan rakyat. Dengan demikian diharapkan bahwa jaminan UUD itu
haruslah mampu untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu UUD haruslah
menjadi jaminan yang pasti bahwa rakyat tidaklah diabaikan, tetapi menjadi
subyek yang aktif dalam partisipasinya dalam hidup bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan suatu rumusan yang pasti pelakunya, lembaga manakah yang kiranya
harus menjadi lembaga perwakilan rakyat itu, mungkinkah kembali ke MPR
harus menjadi lembaga tertinggi Negara lagi, yang mampu mengontrol
pemerintahan? Ataukah MPR dengan partisipasi aktif dari rakyat? Dalam rangka
itu Hukum dalam Negara kita haruslah dibuat demi kesejahteraan umum. Hukum
harus menjadi sarana yang ampuh untuk mensejahterakan masyarakat secara
keseluruhan. Hukum yang tidak mensejahteraakan masyarakat adalah hukum
yang tidak berdaya guna, tidak sesuai dengan adanya hukum itu sendiri.
Bagaimana pun juga hukum itu haruslah mensejahterakan masyarakat.

Adapun ciri khas masyarakat yang sejahtera itu antara lain:
a. Keadilan terlaksana dalam seluruh hidup masyarakat,

b. Orang dapat mengembangkan diri seutuhnya, tanpa gangguan apapun,



c. Orang dapat memenuhi dan menikmati kebutuhan pokok hidup yang dasariah,
yang meliputi tercukupinya dalam hal pakaian, makanan, perumahan,
komuniasi, transportasi, pendidikan dan kesehatan®.

d. Adanya jaminan sosial dari pihak pemerintah bagi seluruh warga negaranya.

e. Respek pada Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya hak hidup, hak milik dan
privacy.

f. Adanya solidaritas yang tinggi dan baik terhadap sesamanya,

g. Orang dapat menikmati dan merasakan hidup yang aman, tenteram dan damai
di tempatnya sendiri, dan juga dapat berpindah ke tempat lain dalam wilayah
negara, tanpa adanya kesulitan apapun juga,

h. Tiadanya tindakan diskriminatif baik dari pemerintah, penguasa maupun
kelompok-kelompok yang merasa diri kuat,

i. Yang jahat, yang bertindak melawan hukum dan HAM, mengacau ketertiban
hidup masyaraikat, dan tindakan jahat lainnya, harus diproses secara hukum
dan mendapat sangksinya yang adil,

J. Adanya kepastian hukum sebagai garansi hidup bermasyarakat,

k. Adanya kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku, menjaga
danmembela negara kesatuan kita dan respek pada Hak-hak Asasi Manusia
sesama kita.

Unsur-unsur tersebut di atas membentuk satu kesatuan untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, dan hukum dibuat itu demi kesejahteraan umum itu.
Salah satu bentuk masyarakat yang sejahtera ialah bila masyarakatnya
mendapatkan jaminan sosial dari pihak pemerintah, sebab penyelenggara
kesejahteraan soaial adalah negara'®. Pasal 9, Undang-Undang no. 11 tahun 2009
menyatakan:

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

° Dalam Undang-Undang no.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1, 1 dikatakan:
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.

1% pasal 4, UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.



a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita
penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar
kebutuhan dasarnya terpenuhi.

b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-
jasanya.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam
bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam
bentuk tunjangan berkelanjutan.

Dalam kenyataannya hal ini masih dalam wacana dan belum ada tindakan
praxis yang nyata. Orang miskin dan terlantar masih tetap keadaannya dan
kemiskinan di tanah air kita semakin meraja lela, tanpa adanya pengurangan yang
berarti. Sebaliknya orang kaya bertambah kaya. Keadaan negara kita bila dilihat
dari kaca mata kaya miskin, sungguih sangat timpang. Negara Indonesia yang
begitu kaya akan sumber daya alam (berbagai jenis tambang: minyak, emas,
batu-batuan, batubara, gas, panas bumi, air, udara, dls), tetumbuhan (berbagai
jenis pohon dan tanaman), berbagai jenis binatang dan ribuan jenis ikan di sungai
dan laut, dlIs. seharusnya dapat mensejahterakan rakyatnya, tetapi dalam
kenyataannya rakyat Indonesia masih tetap miskin. Bila penyelenggara negara
kreatif dan mampu mengolah sendiri seluruh kekayaan negara ini di dalam negri,
rakyat Indonesia tidak akan sedemikian parah seperti sekarang ini. Tetapi hampir
seluruh kekayaan Indonesia dibawa keluar dalam bentuk setengah jadi, diolah di
luar negri dan kemudian dikembalikan ke negeri ini dengan harga yang sangat
mencekik leher rakyat, sementara itu pemerintah dengan gesitnya mencari hutang
untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan ini.

Sungguh sangat ironis negara Indonesia ini. Hukum yang ada, sekalipun
hukum itu tentang kesejahteraan sosial, sampai saat ini rakyat Indonesia
belumlah sejahtera. Bila hukum tidak mampu untuk mengarahkan masyarakat ke

kesejahteraan, sebenarnya hukum itu sudah jauh dari tujuannya. Dan kalau kita
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teliti, seluruh hasil produk hukum di masa reformasi ini tidaklah ada yang
mensejahterakan rakyat, baik itu berupa Undang-Undang ataupun hukum yang
ditetapkan oleh kuasa eksekutif (Ketetapan dan Keputusan Presiden) juga adanya
berbagai macam peraturan daerah banyak yang membebani rakyat biasa, dan
bukannya mensejahterakan rakyat. Hal ini terjadi karena legislator di negara kita
itu tidak kreatif, dan pemerintah juga kurang berinisiatif untuk mensejahterakan

rakyat.

3. Kedaulatan Rakyat Yang Perlu diperhatikan

Kedaulatan rakyat bukanlah suatu teori saja, tetapi haruslah menjadi
praxis hidup bernegara. Rakyat tidaklah boleh menjadikorban kekuasaan lagi.
Rakyat yang berdaulat seharusnya rakyat yang sejahtera. Oleh karena itu yang
mendapat mandate melaksanakan kedaulatan rakyat harus benar-benar
memperhatikan kesejahteraan rakyat itu sendiri, dan bukannya memperhatikan
partai atau kelompoknya saja.

Dalam rangka pemilihan umum, memang rakyat mempunyai hak untuk
memberikan suaranya. Setalah pemilu, mereka yang terpilih itu seharusnya
memperhatikan mereka yang telah memilihnya itu atau memperhatikan rakyat
dari daerah di mana mereka itu terpilih. Sekarang ini, rakyat daerah pemilihan itu
hanyalah dipakai sebagai sarana untuk memilihnya, selanjutnya mereka itu
dilupakan. Atau dalam rangka reformasi, setelah mereka terpilih menjadi wakil
rakyat, seharusnya mereka benar-benar menjadi wakil rakyat, menyuarakan
keprihatinan rakyat yang ada, atau mereka harus berani melepaskan kepentingan
partai atau kelompoknya, dan lebih memperhatikan kepentingan dan utrusan
Negara saja. Kepentingan rakyat banyak haruslah menjadi lebih utama dari
urusan partai dan kelompoknya. Demi kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat
jauh melebihi dari kepentingan partai dan kelompoknya.

Kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar
seharusnya mampu menjamin rakyat untuk dapat menikmati kesejahteraannya.

Dalam Undang-Undang Dasar mengenai Hak Asasi Manusia, memang
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merupakan hal yang baru. HAM mendapat jaminan konstitusi. Itu berarti bahwa
pemerintah wajib memberikan garansi kepada rakyatnya bahwa HAMnya akan
mendapat perlindungan hukum yang pasti. Kedaulatan rakyat dalam hal ini
sangatlkah mendesak untuk dilaksanakan. Dalam kenyataannya hingga kini
masih terdapat banyak pelanggaran HAM yang belum mendapat penanganannya
yang semestinya, apalagi pelanggaran di masa lalu. Para korban pelanggaran
HAM di masa lalu masih banyak yang belum mendapat penyelesaian yang adil.
Kedauluatan rakyat yang sesungguhnya masih merupakan perjuangan
yang serius dan professional. Rakyat haruslah menduduki tempat yang utama
dalam seluruh penyelenggaraan hidup bernegara, sehingga kesejahteraan rakyat

akan menduduki tempat yang utama pula.

4. Penutup

Dengan adanya Kedaulatan Rakyat seharusnya kesejahteraan rakyat
menjadi tujuan dan perjuangan semua pihak. Mereka yang mengemban tugas
untuk melaksanakan kedaulatan rakyat haruslah berjuang secara serius dan
professional, agar rakyat hidup sejahtera, terutama hak-hak asasinya terjamin,
dapat merasakan dan menikmati keadilan, hidup tertib, aman, tenteram dan
damai, tanpa adanya diskriminasi dan dapat mengembangkan diri seutuhnya.
Hukum sebagai sarana minimal dalam hidup bermasyarakat sebagai tali
pemersatu dan bersifat memaksa, namun sekaligus wajib ditaati, karena justru
melalui hukum itulah hidup manusia mendapat pendasaran ketertibannya, dan
sekaligus akan mendapat sangksinya bila hukumnya di dilanggar dan hidup
manusia dikacau-balaukan. Hukum menjadi penjamin hidup bersama, dan
sekaligus pelindung untuk mengembangkan diri. Hukum yang berperspektif
HAM akan semakin mengarahkan manusia untuk respek pada sesamanya, karena
manusia itu bermartabat.

Semoga hukum vyang ada di negara kita itu semakin adil,
memperjuangkan  keadilan  dan  akhirnya dapat  sungguh-sungguh

mensejahterakan masyakarat. Itulah cita-cita kedaulatan rakyat.
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Usulan Perubahan Rumusan Kedaulatan Rakyat:

Rumusan UUD 1945: Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Rumusan UUD 1945 amandemen I11: Kedaulatan ada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Usulan Rumusan Baru (Perlunya Amandemen UUD 1945 lagi):

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar.

2. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan partisipasi aktif rakyat berdasarkan
Undang-Undang.

3. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan partisipasi aktif Lembaga Swadaya
Masyarakat berdasarkan Undang-Undang.

4. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Lembaga-Lembaga Negara dengan partisipasi
aktif rakyat berdasarkan Undang-Undang.

5. Perlunya mengembalikan kedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara

lagi.

*hkkkkk
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